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PENDAHULUAN 
 

A. Tujuan Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance 
 
PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”) menyadari bahwa dalam rangka 
meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Perseroan, perlu disusun sebuah pedoman 
pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (consistent) sehingga diharapkan akan 
menghasilkan pola hubungan harmonis yang saling menguntungkan antara Perseroan dan 
seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders). Hubungan harmonis itu akan memudahkan 
penentuan arah pengembangan dan kinerja Perseroan serta berjalannya fungsi-fungsi 
pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap pengelolaan 
Perseroan secara baik.  
 
Pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance pada dasarnya 
merupakan upaya untuk menjadikan Good Corporate Governance sebagai kaidah dan 
pedoman bagi manajemen Perseroan. 
 
Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance saat ini sangat diperlukan agar 
Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 
Good Corporate Governance diharapkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
Perseroan secara lebih baik antara lain dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan 
mendorong efisiensi pengelolaan Perseroan. 
 
Untuk itu, agar penerapan Good Corporate Governance di Perseroan dapat berjalan baik, 
perlu disusun suatu Pedoman Good Corporate Governance yang menjadi acuan bagi Organ 
Perseroan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. 
 
Pada Pedoman ini diletakkan fokus yang kuat pada fungsi dan tanggung jawab organ 
Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai 
garda terdepan dalam pelaksanaan GCG.  
 
Pedoman GCG ini akan ditinjau berkala atau apabila setiap ada perubahan regulasi yang 
efektif mempengaruhi pedoman ini. 
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B. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
 
Semangat atau jiwa untuk menerapkan Good Corporate Governance di lingkungan 
Perseroan tercermin dalam prinsip-prinsip GCG yang diakomodasikan dalam 
penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, yang dalam hal ini terdiri atas: 
 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan mengenai Perseroan4. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan 
terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang 
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 
Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang- undangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-------------------bagian ini sengaja dikosongkan--------------------- 
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PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 
 

A. Pemegang Saham dan RUPS 
Pemegang Saham adalah pemilik Perseroan yang memiliki segala kewenangan yang 
tidak termasuk dalam kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris52. RUPS dan atau 
Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan 
wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS 
untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan 
Komisaris dan atau Direksi. 
 

B. Kepentingan, Hak, dan Kewenangan Pemegang Saham/RUPS 
Pemegang Saham sebagai pemilik Perseroan memiliki kepentingan terhadap: 
1. Peningkatan keuntungan Perseroan; 
2. Peningkatan nilai Perseroan; dan 
3. Bagaimana Perseroan dijalankan. 
4. Rapat Umum Pemegang Saham 
 
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. 
 
RUPS terdiri dari: 
a. RUPS Tahunan 

RUPS Tahunan merupakan RUPS yang diadakan berkala oleh Perseroan, dimana 
dalam RUPS tersebut Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap laporan 
atas realisasi rencana Perseroan tahun lampau dan pengesahan rencana Perseroan 
untuk tahun mendatang. 
RUPS diadakan setiap tahun yang terdiri dari RUPS Tahunan untuk menyetujui 
Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan; 

 
b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) 

RUPSLB adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat 
hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan 
terhadap Perseroan yang bersifat mendesak dan signifikan. 
 
Pelaksanaan RUPSLB dapat diusulkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris 
dan/atau Pemegang Saham. 
Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan 
Komisaris atau Pemegang Saham. Selain RUPSLB yang dilakukan dengan 
kehadiran seluruh Organ Perseroan secara fisik, dikenal juga RUPSLB dimana 
pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak memerlukan pelaksanaan RUPS secara fisik, 
yang juga dikenal sebagai RUPS Sirkuler. RUPSLB tersebut mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dengan RUPS biasa. 

 
C. Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS 

Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak 
diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. 
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Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mempengaruhi dan/atau melakukan 
evaluasi dan/atau mengubah rencana Perseroan hanya melalui RUPS, baik RUPS 
Tahunan maupun RUPSLB (termasuk RUPS Sirkuler). 
 

D. Akuntabilitas Pemegang Saham 
Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi 
tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 
Tata Kelola Perusahaan yang baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 
 
Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaaan Perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------bagian ini sengaja dikosongkan--------------------- 
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DEWAN KOMISARIS 
 

1. Landasan Hukum 
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

2. Fungsi Dewan Komisaris: 
a. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan 

oleh Direksi, termasuk terkait dengan kebijakan pengurusan, jalannya 
kebijakan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi; 

b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris mewakili kepentingan 
Perseroan, bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai 
individu; 

c. Dalam melakukan pengawasan tidak boleh turut serta dalam mengambil 
keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan 
mengenai hal‐hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan 
perundang‐undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam 
fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap 
menjadi tanggung jawab Direksi. Hal‐hal yang bersifat strategis menurut 
Direksi dan berdampak material terhadap Perusahaan dapat diajukan kepada 
Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya. 

d. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan‐keputusan yang sudah diambil (ex 
post facto) maupun keputusan‐keputusan yang akan diambil (preventive 
basis); 

e. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari 
Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain 
yang dapat dipertanggungjawabkan; 

f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak 
menyetujui terhadap tindakan‐tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan 
Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek 
bisnis dan aspek operasional Perusahaan; 

g. Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan 
peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 

h. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 
kepentingan dan usaha Perusahaan. 
 

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris 
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab 

atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi 
nasihat kepada Direksi. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS 
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
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dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat 
membentuk komite lainnya. 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang 
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun 
buku. 

6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi 
dengan menyebutkan alasannya. 

7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh anggaran dasar 
atau keputusan RUPS. 

4. Persyaratan Dewan Komisaris 
a. Orang perseorangan; 
b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 
c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

d. Memahami Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang 
berkaitan dengan tugasnya; 

e. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun 
sebelum pencalonan; 

f. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Komisaris; 
g. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam 
waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; 

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan 
keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; 

i. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, 
baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda 
(menantu atau ipar) dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur 
lainnya; 

 
5. Keanggotaan Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih Anggota Dewan 
Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 

2. Masing‐masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, 
mempunyai kedudukan yang setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus 
inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. 

3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas 
Perusahaan dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilaan 
keputusan 

4. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah orang 
perseorangan yang memenuhi syarat yang ditentukan. 

5. Pembagian tugas di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka 
sendiri 

 
6. Rangkap Jabatan 

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 
1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik 
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lain. 
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau 

Perusahaan Publik lain. 

3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai 

anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan 

sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau 

Perusahaan Publik lain. 

4. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau 

Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai 

anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris 
Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan masa jabatan 
masing‐masing Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal RUPS yang 
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) 
setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan sewaktu‐waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan 
menyebutkan alasannya. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan 
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 
1. Masa jabatannya berakhir 
2. Mengundurkan diri 
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang‐undangan 
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 

5. Meninggal dunia 
 

RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Anggota Dewan Komisaris untuk 
mengisi jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari 
jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang 
diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau 
untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan 
Komisaris yang digantikan. Khusus untuk Komisaris Independen masa jabatan 
maksimal adalah 2 periode. 
 

8. Komisaris Independen 
Dalam komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. 
Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari 
dari luar Perusahaan dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak 
berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara 
mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan 
terhadap Direksi 

Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen yang telah 
menjadi kebutuhan bagi Perusahaan. Jumlah Komisaris Independen adalah 
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris, komposisi 
tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 
Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen, calon yang ada harus 
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memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 
mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan 
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen 
Perusahaan pada periode berikutnya. 

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 
Perusahaan. 

3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Anggota Dewan 
Komisaris lainnya atau pemegang saham utama Perusahaan. 

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. 

5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik 
menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul 
karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan 
anggota Direksi. 

6. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional perusahaan 

akan bertindak secara independen terutama dalam hal proses pengambilan 

keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas. 

7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa 

jabatan tidak dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. 

8. Jika Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris 
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite 
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. 

9. Pernyataan Independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam 
laporan tahunan. 

9. Waktu Kerja Dewan Komisaris 
1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perusahaan. 
Namun tidak tertutup kemungkinan, Anggota Dewan Komisaris hadir di luar 
waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak. 

2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan 
Komisaris dan pada waktu rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris 
menjadi anggota Komite yang bersangkutan. 

 
10. Rapat Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 
(dua) bulan. 

2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari 
seluruh anggota Dewan Komisaris. 

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam 
laporan tahunan Perseroan. 

5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat. 

6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan 
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 
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11. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Dewan Komisaris wajib menelaah laporan tahunan untuk disampaikan kepada 
Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara 
Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris secara berkala dilakukan evaluasi dan 
diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di 
Indonesia. 
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DIREKSI 
1. Landasan Hukum 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

2. Fungsi Direksi 
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai maksud dan 
tujuan Perusahaan. Direksi juga mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 

 
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 

a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 

b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib 
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 

c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, 
Direksi dapat membentuk komite. 

e. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja 
komite setiap akhir tahun buku. 

f. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota 
Direksi dalam menjalankan tugasnya. 

g. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan 
apabila dapat membuktikan: 

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

• telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan 
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan; 

• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung 
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian 
tersebut. 

h. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang 
dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 

i. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 
j. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 

• terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi 
yang bersangkutan; dan 

• anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. 
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4. Persyaratan Direksi 

a. Orang perseorangan; 
b. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; 
c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
d. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun 

sebelum pencalonan; 
e. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) 
tahun sebelum pencalonan; 

f. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana 
yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pencalonan untuk calon Direktur; 

g. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 
selama menjabat: 

i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan 
ii. Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban 
menyampaikan laporan tahuan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan. 

h. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik 
menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu 
atau ipar) dengan Direktur lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris; 

i. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan atau 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang 
berlaku; 

j. Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah 
terlibat: 

1) perbuatan rekayasa dan praktik‐praktik menyimpang dalam pengurusan di 
tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum pencalonan; 

2) cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah 
disepakati di tempat yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebelum 
pencalonan; 

3) perbuatan yang dapat dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada 
pribadi calon anggota Direksi, pegawai di tempat yan bersangkutan 
sebelumnya bekerja sebelum pencalonan; 

4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 
ketentuan yan berkaitan dengan prinsip pengurusa perusahaan yang sehat. 

k. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untu mengembangkan usaha 
guna kemajua Perusahaan; 

l. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan da pengalaman dalam bidang‐bidang 
yan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiba Direksi; 

m. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 
n. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif. 
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5. Keanggotaan Direksi 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 

2 (dua) anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 
2. Kedudukan masing‐masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah 

setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah 
mengkoordinasikan kegiatan Direksi. 

 
6. Rangkap Jabatan 

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain 
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan 

Publik lain; dan/atau 
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan 

Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau 
anggota Dewan Komisaris 

 
7. Masa Jabatan 

1. Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan masa jabatan masing‐masing 
Direktur terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada 
penutupan RUPS Tahunan yang ke‐3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, 
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu 
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. 

2. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: 
a. Masa jabatannya berakhir. 
b. Mengundurkan diri. 
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang‐undangan. 
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 
e. Meninggal dunia. 

 
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Anggota 

Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan. Masa 
jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Direksi yang 
diberhentikan atau untuk mengis lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan 
Anggota Direksi yang diberhentikan atau yang lowong. 

 
8. Waktu Kerja Anggota Direksi 

1. Setiap Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 

2. Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan selama 5 (lima) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu atau sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Anggota 
Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka dinas, namun 
tidak terutup kemungkinan Direksi hadir diluar waktu kerja Perseroan karena 
adanya hal-hal yang penting dan mendesak. 

3. Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan sekurang-kurangnya pada 
waktu Rapat Direksi. 

 
9. Rapat Direksi 

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 
dalam setiap bulan. 

2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh 
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anggota Direksi. 
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara 

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan 

Perseroan. 
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya 

tahun buku. 
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta 

paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. 
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, 

bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat 
diselenggarakan. 

8. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah 
mufakat. 

9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah, pengambilan keputusan 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

10. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh 
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. 

11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 
tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan 
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah 
rapat. 

13. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan. 
 

14. Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah 
disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal 
terdapat ketidaksesuaian antara Pedoman Kerja Direksi ini dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Pedoman Kerja Direksi secara berkala dilakukan 
evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang 
berlaku di Indonesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------bagian ini sengaja dikosongkan--------------------- 
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KODE ETIK PERUSAHAAN 
 

Kode Etik PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. (“Perseroan”) mengacu pada prinsip-
prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik yaitu: 
 

1. Transparansi 
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam 
menyampaikan informasi yang material mengenai Perusahaan. 
 

2. Akuntabilitas 
Komitmen untuk mencapai hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan 
melalui kejelasan fungsi dan cara mempertanggungjawabkan. 
 

3. Responsibilitas  
Pertanggungjawaban yang jelas dalam hal kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

4. Independensi  
Kemandirian pengelolaan Perusahaan secara profesional, bebas dari unsur 
benturan kepentingan dan pengaruh pihak manapun. 
 

5. Kewajaran  
Kesetaraan dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. 

 
Kode Etik yang diterapkan di Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Standar Perilaku 
Insan Perseroan menjalankan semua kegiatan dengan integritas, kejujuran dan 
keterbukaan dengan berlandaskan dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai 
korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perseroan.  
 
Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-undangan 
Insan Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
 
Komitmen terhadap Karyawan 
Perseroan menghargai keanekaragaman dan peran karyawan dalam mensukseskan 
kegiatan usaha berlandaskan sikap saling percaya dan saling menghormati. 
Perseroan merekrut, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan berdasarkan 
kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan Perusahaan saat ini dan di masa 
mendatang, dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan sesuai kemampuan 
Perusahaan. Perseroan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja 
untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memelihara 
hubungan yang baik dengan karyawan melalui berbagai forum komunikasi. 
 
Pemegang Saham 
Perseroan berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip 
tata kelola yang baik, yang memberikan manfaat bagi pemegang saham. Perseroan 
senantiasa memberikan informasi terkini mengenai kegiatan usaha dan kinerja secara 
wajar, objektif, dan tepat waktu. 
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Mitra Usaha 
Perseroan menjalin dan melaksanakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan 
dengan semua mitra usaha. Kami berupaya agar mitra usaha mematuhi Kode Etik 
Perseroan. 
 
Kemitraan dengan Kreditur/Investor 
Perseroan menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan 
bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara: 
1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor. 
2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah 

dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness). 
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk 

meningkatkan kepercayaan kreditur/investor. 
 
Integritas Bisnis 
Insan Perseroan tidak menerima pemberian dan tidak melakukan pemberian dalam 
bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap kejadian 
dalam kondisi ini harus dilaporkan kepada atasan. Perseroan menyampaikan laporan 
keuangan yang mencerminkan seluruh transaksi secara wajar sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku. 
 
Benturan Kepentingan 
Perseroan berkomitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang 
dapat merugikan Perusahaan maupun pemegang saham minoritas. Insan Perseroan 
tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan kedudukan untuk memperoleh keuntungan 
pribadi atau kelompok. 
 
Komitmen terhadap Lingkungan 
Perseroan berkomitmen menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran 
lingkungan, serta perbaikan yang berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. 
Perseroan berupaya menggunakan sumber daya alam secara bijak. Perseroan 
berperan serta aktif dan bermitra dengan pihak lain terkait untuk pelestarian 
lingkungan hidup. 
 
Kemitraan dengan Masyarakat 
Perseroan berkomitmen menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat dengan 
memberikan kontribusi positif dalam bidang manufaktur untuk mewujudkan 
masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya. Perseroan berperan serta bersama 
instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan legislasi 
dan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat. 
 
Kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan 
Direksi bertanggung jawab agar prinsip-prinsip Kode Etik Perseroan dikomunikasikan, 
dipahami, dan diimplementasikan oleh semua insan Perseroan. Penerapan Kode Etik 
Perseroan dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan komitmen dari seluruh 
insan Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi dibantu Komite Audit memantau 
penerapan Kode Etik Perseroan.  
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POKOK-POKOK KEBIJAKAN 
 

A. Kebijakan Anti Fraud dan Korupsi dan Anti Korupsi 

I. Tujuan 

1. Memberikan acuan bagi Insan Perseroan untuk meningkatkan budaya dan 
nilai-nilai Perusahaaan. 

2. Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko fraud dan korupsi 

yang dapat terjadi di lingkungan Perusahaan. 

3. Menghindari adanya tindakan fraud dan korupsi yang dilakukan oleh Insan 
Perseroan. 

 

II. Ruang Lingkup 

Pelaksanaan pedoman ini adalah berlaku untuk semua karyawan Perusahaan 

dan pelaksanaan ketentuan ini adalah untuk menghindari ketidakadilan atas 

ketimpangan Informasi yang tidak tersedia bagi orang lain yang akan 

bertransaksi dengan orang dalam dan mengakibatkan rusaknya kepercayaan 

pasar. 
 

III. Tanggung Jawab 

Fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini: 

1. Karyawan PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. 

2. Jajaran Manajemen PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. 

3. Dewan Komisaris PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. 

 
IV. Kebijakan Umum 

Perseroan tidak mentolerir segala bentuk tindakan fraud dan korupsi 

(termasuk kepada atau dari mitra kerja, karyawan, pejabat pemerintah) 

termasuk namun tidak terbatas pada: 

1. Kecurangan 

2. Korupsi 

3. Penipuan 

4. Penggelapan aset 

5. Pembocoran rahasia 

 
V. Pilar Strategi Anti Fraud dan korupsi 

Strategi anti fraud dan korupsi yang dalam penerapannya berupa sistem 

pengendalian fraud dan korupsi, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut: 

1. Pencegahan: 

• Pengawasan aktif dari Jajaran Direksi dan Kepala Unit Kerja dalam 

rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 

• Kampanye kesadaran mengenai anti fraud dan korupsi, termasuk anti 

penyuapan dan anti korupsi melalui berbagai media internal dan eksternal 

• Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, 

orientasi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan 
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bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud dan 

korupsi. 

• Prinsip Know Your Employee. 

 
2. Deteksi: 

• Peseroan memiliki whistleblowing system (WBS) sebagai saluran 

pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin 

kerahasiaannya agar karyawan dapat ikut serta secara aktif untuk 

menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku yang 

tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian fraud dan 

korupsi. Sistem ini dikelola oleh tim WBS. 

• Perseroan memiliki Unit HR yang bertugas untuk memantau pelaksanaan 
etika pegawai Perseroan. 

 
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi: 

• Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain 

melakukan investigasi atas adanya dugaan fraud dan korupsi. 

• Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan 

kepada Direktur Utama mengenai pelaksanaan pengawasan etika. 

• Unit Audit Internal memberikan rekomendasi tindakan koreksi atas 

pelanggaran yang telah terbukti dilakukan, yang disampaikan kepada 

pihak terkait (dalam hal ini manajer terkait atau atasan Terlapor). 

 
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut: 

• Perseroan memiliki sistem pelaporan tindakan fraud dan korupsi serta 

mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya 

• Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan 

evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan budaya dan etika. 

 
VI. SANKSI 

a. Karyawan yang terbukti melakukan tindakan fraud dan korupsi akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. 

b. Bagi Karyawan yang mengetahui adanya tindakan fraud dan korupsi ini harus 

segera melaporkan kepada tim WBS melalui mekanisme yang telah diatur 

dalam sistem pelaporan (Whistleblowing System). 
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B. Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang 

I. Kebijakan Umum 

1. Direksi Perseroan menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang 
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya 
mencakup prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang. Kebijakan tersebut 
harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan 
lingkungan usaha. 

2. Tujuan Perseroan dalam melakukan pengadaan barang, mencakup hal-hal 
sebagai berikut: 

a. Meningkatkan efisiensi 

b. Mendukung penciptaan nilai tambah di Perseroan. 

c. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan 

d. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme. 

 
II. Ruang Lingkup 

Pelaksanaan pedoman ini adalah berlaku untuk semua karyawan Perusahaan 

dan pelaksanaan ketentuan ini adalah untuk menghindari ketidakadilan atas 

ketimpangan Informasi yang tidak tersedia bagi orang lain yang akan bertransaksi 

dengan orang dalam dan mengakibatkan rusaknya kepercayaan pasar. 

 

III. Tanggung Jawab Terhadap Mutu 

Pemasok harus menyediakan barang sesuai dengan standar kualitas/spesifikasi, 
harga, pengiriman, dan pelayanan (Quality Cost Delivery and Services 
(“QCDS”)) Perseroan. 

Setiap calon Pemasok akan melalui proses seleksi secara adil dan obyektif. 
Setelahnya, setiap pemasok akan dievaluasi secara rutin oleh Perseroan dengan 
standar QCDS. 

Untuk memastikan pemenuhan standar mutu barang, Pemasok harus 
mengijinkan Perseroan untuk melaksanakan audit mutu terhadap fasilitas, 
sistem, dan/atau dokumen terkait dengan barang yang disediakan. Untuk itu 
Pemasok wajib menyimpan dan memberikan informasi yang akurat dan 
transparan berkaitan dengan pengadaan barang, termasuk dokumen tender dan 
informasi pembayaran, serta memberikan tanggapan maupun tindakan 
perbaikan yang diminta dari hasil audit mutu tersebut. 

 
IV. SELEKSI DAN EVALUASI PEMASOK 

1. Seleksi Pemasok 

a. Menentukan beberapa calon pemasok untuk jenis barang yang dibutuhkan 
Perseroan. Apabila hanya memiliki 1 (satu) calon pemasok, harus 
memberikan penjelasan kepada Manajemen Perseroan. 

b. Menerima informasi dan dokumen dari masing-masing calon pemasok. 

c. Melakukan pengkajian informasi dan dokumen calon pemasok 
berdasarkan kriteria QCDS Perseroan. 

2. Evaluasi Pemasok 
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a. Untuk ketentuan Bahan Baku Utama dan Penunjang yang di pergunakan di 
seluruh group harus lulus pengujian dan telah disetujui oleh Unit in Charge 
untuk di lanjutkan ke proses selanjutnya. 

b. Para pemasok Perseroan akan di evaluasi secara berkala untuk 
memastikan dan mengetahui unjuk kerja masing-masing pemasok dan 
secara keseluruhan pelaksanaan evaluasi ini taat mengikuti prosedur 
standar ISO 9001-2015. 

 

C. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) 

I. Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran  

Sistem pelaporan pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) PT Indah Cup 
Suskes Makmur Tbk. (“Perseroan”) adalah sistem yang mengelola pengaduan 
atas pelanggaran dan atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur, 
kebijakan manajemen serta aturan lainnya yang dipandang perlu, dimana dapat 
merugikan dan/atau membahayakan Perseroan seperti kerugian finansial, 
lingkungan, kondisi kerja, reputasi organisasi, pemangku kepentingan dan 
lainnya. 
 

Informasi yang diperoleh dari WBS akan ditindaklanjuti baik dengan pengenaan 
sanksi yang tegas dan konsisten agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran maupun bagi mereka yang berniat melakukan hal sama dan dapat 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem bagi Perusahaan kedepannya. 

 

II. Mekanisme Penyampaian Pelaporan 
 

Berikut ini adalah ketentuan pelapor: 
 

1. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim maupun dilengkapi dengan 
identitas pelapor dengan memberikan rekomendasi atau bukti awal dugaan 
sementara praktik pelanggaran. 

2. Pelapor dapat membatasi identifikasi mengenai identitas yang bersangkutan 
dengan tetap menyertakan bukti yang berkaitan dengan dugaan sementara 
praktik pelanggaran. 

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran 
tersebut terbukti benar terjadi. Apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam 
pelanggaran, laporan yang disampaikan dapat dipertimbangkan untuk 
mengurangi/ meniadakan hukuman. 

4. Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut 
diperlukan dalam kaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang 
berwenang atau diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di 
depan hukum. 

5. Mekanisme di atas tidak dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan pribadi. 
 

Untuk pelaporan melalui mekanisme WBS, setiap indikasi pelanggaran dan/atau 
penyampaian keluhan dapat dilaporkan ke: Tim WBS PT Indah Cup Sukses 
MakmurTbk. Kirimkan laporan Anda melalui email di wbs@indahcup.com  

 

mailto:wbs@indahcup.com
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III. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran 

Sistem pelaporan pelanggaran Perseroan dikelola oleh tim WBS dengan 
mekanisme sebagai berikut: 

1. Pengelola WBS menerima laporan pelanggaran dan melakukan verifikasi 
atas laporan yang masuk. 

2. Pengelola WBS akan menentukan apakah masih diperlukan informasi atau 
bukti tambahan lebih lanjut. 

3. Laporan yang telah diverifikasi selanjutnya diserahkan kepada Pengelola 
WBS. 

 

IV. Penanganan Pelaporan 

1. Tim WBS akan melakukan investigasi atas laporan pengaduan yang telah 
diverifikasi oleh Pengelola WBS. 

2. Jika pengaduan tidak terbukti benar, maka tidak dilakukan proses lebih lanjut. 

3. Apabila laporan atas pelanggaran valid dan telah terbukti, maka tim WBS 
akan memberikan laporan serta rekomendasi kepada pihak yang berwenang 
(manajemen terkait atasan Terlapor untuk melaksanakan tindakan koreksi). 

 

V. Perlindungan Pelapor 

1. Pelapor dapat dilakukan secara anonim maupun dilengkapi dengan identitas 
pelapor dengan memberikan rekomendasi atau bukti awal dugaan sementara 
praktik pelanggaran. 

2. Pelapor dapat membatasi identifikasi mengenai identitas yang bersangkutan 
dengan tetap menyertakan bukti yang berkaitan dengan dugaan sementara 
praktik pelanggaran. 

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran 
tersebut terbukti benar terjadi. Apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam 
pelanggaran, laporan yang disampaikan dapat dipertimbangkan untuk 
mengurangi/ meniadakan hukuman. 

4. Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut 
diperlukan dalam kaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang 
berwenang atau diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di 
depan hukum. 

 

VI. Sanksi Atas Pelanggaran 

Sanksi terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. 

1. Bentuk sanksi moral meliputi: 

a. Diumumkan secara terbuka; 

b. Meminta maaf secara terbatas dan/atau terbuka; 

c. Mengundurkan diri dari jabatannya. 

2. Bentuk sanksi administratif adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan 
Human Resources Management dan Peraturan Perusahaan yang berlaku 

 

Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana, akan diteruskan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
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PENUTUP 
 

Untuk dapat menerapkan GCG secara konsisten diperlukan perangkat GCG berupa 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk menjadi acuan dalam penerapannya. 

Pedoman GCG Perusahaan disusun dan dikembangkan menjadi suatu sistem 

kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Pedoman 

GCG disusun sebagai pedoman tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan 

standar best practice dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman 

GCG disusun untuk menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi 

serta Karyawan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

Untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan atas Pedoman 

GCG, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif serta menjalankan program 

sosialisasi yang berkesinambungan mengenai Pedoman GCG. Perusahaan akan 

melakukan tahapan sosialisasi kepada seluruh jajaran Perusahaan dengan 

difokuskan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk 

menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.  

 

Komitmen Perusahaan dalam menginternalisasikan GCG terus diupayakan dengan 

mengakomodir adanya dinamika perubahan dan bersikap terbuka terhadap konsep-

konsep baru. Untuk itu, keberadaan Pedoman GCG sebagai induk kebijakan yang 

ada di Perusahaan dianggap perlu diperbaharui secara periodik guna disesuaikan 

dengan perkembangan dan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, sehingga 

diharapkan pembaharuan Pedoman GCG dapat lebih memastikan bahwa seluruh 

ketentuan yang ada di Perusahaan telah menyesuaikan dengan perubahan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan bisnis Perusahaan. Dewan 

Komisaris dan Direksi memastikan Pedoman GCG direview secara berkala, 

pelaksanaan review dapat berkoordinasi atau melibatkan pihak-pihak lain yang 

diperlukan. 


